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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Lapas Kelas II A Kupang telah melaksanakan Aturan pembinaan yang 

selalu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan pemasyarakatan, Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor 

58.01/03.01/2010 tentang Proses Pemberlakukan Narapidana yang beresiko Tinggi 

dan khusus napiter menggunakan standar pembinaan yakni Keputusan Dirjenpas 

No.PAS-172,DK.01.06.01/2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana 

Terorisme.  

Karakteristik napider yang tidak mau berbaur, ada kooperatif dengan 

petugas berpotensi menyebarkan paham radikalisme di antara napi lain dan petugas 

lapas untuk mencegah hal tersebut maka proses pembinaan Napider yang dilakukan 

oleh Kemenkumham yakni Kepribadian, Kemandirian, Reintegrasi sementara 

program pembinaan yang dilsakukan oleh BNPT adalah rehabilitasi, sosialosasi,  

evaluasi, dan identifikasi  

5.2 Saran 

1. Perlu disosialisasikan secara berkala dan diimplementasikan mekanisme 

penempatan narapidana teroris yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan 

Narapidana Teroris kepada seluruh pegawai lembaga pemasyarakatan terutama 

yang membina Napi Teroris.  
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2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM perlu 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan 

tentang profiling dan assessment narapidana teroris.  

3. Perlu mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan (PK) Balai 

Pemasyarakatan dalam penanganan napi teroris untuk melakukan profiling dan 

assessment napi teroris.  

4. Dirjen Pemasyarakatan meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan 

untuk melakukan pembinaan dan deradikalisasi terhadap narapidana teroris.  

5. Dirjen Pemasyarakatan meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana 

yang memadai untuk mendukung penempatan dan pembinaan narapidana 

teroris seperti penambahan blok khusus, peningkatan sistem dan peralatan 

keamanan.  

6. Perlu ditingkatkan kerjasama antara Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan 

BNPT dalam pelaksanaan program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan.  
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